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PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011-2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TEBING TINGGI,

Menimbang :a. bahwa Ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk
jangka waktu 5 (lima) Tahun merupakan penjabaran dari
visi, misi, dan program Kepala Daerah;

b. bahwa Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 150 ayat (3) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Azas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah kebijakan umum,
dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan
kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai
dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada
Peraturan Pemerintah;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011-2016;

Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Ncemor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tarmnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2010-2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
»Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
;eorgt;ng tPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
entang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah;
?Z;agﬁra;loogae:aht Provinsi Sumatera Utara Nomor 11
Rencana Pemb i oy g Tata Cara Penyusunan
Peraturan D :rr;iun;n D.ae.rah Provinsi Sumatera Utara;
Tkt 2005 oo rovinsi Sumatera Utara Nomor 12
Jangka Panjang %é?;ght;ntapg i Rencana PembangUnan
2005-2025; * Trovinst Sumatera Utara Tahun
gggagtu::rrllt alilaer;h Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun
g Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPUMD insi
2009-201 3(; ) Provinsi Sumatera Utara Tahun

tentang Rencana Pembangunan Jangka Pa

Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025; njang (RPJP)
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

Menetapkan :

dan

WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN
2011-2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1
2

Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.

Dewan Pewakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pembangunan adalah proses peningkatan kualitas manusia
dan masyarakat kota yang dilakukan secara terencana
serta berkelanjutan dengan mempertimbangkan waktu,
kemampuan, sumber daya, kemajuan teknologi, dan
memperhatikan perkembangan regional serta global.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5
(ima) tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan
2016.
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BAB II
PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA TEBING TINGGI
Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2011-2016 merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program Walikota yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP dan memperhatikan RPJMD
Provinsi dan RPJM Nasional.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana
kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif.

Pasal 3

Sistematika RPJMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB IV : ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KOTA

BAB VIII : INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN

PENDANAAN
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PENUTUP
Pasal 4

RPJMD Tahun 2011-2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ditetapkan setiap 5 tahun sekali dan dilaksanakan secara
bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi
serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu
dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika
perkembangan  pembangunan  kota yang memerlukan

langkah-langkah  penyesuaian terhadap RPJMD Tahun
2011-2016.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala
ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Oktober 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP
LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masjta Saragih



